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NOMOR 30 TAHUN 2022 
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SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum wajib menyediakan Informasi Publik yang telah 

dikuasai dan didokumentasikan; 

  b. bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut sesuai dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur 

Pejabat PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 

perlu menunjuk seorang operator e-PPID; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan 

Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Mesuji tentang Penunjukan Operator 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji TA. 2022;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang  Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum  Nomor 4  Tahun 2021 tentang  Perubahan  Ketiga
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   atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 786); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1236); 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum; 

  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional 

Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;  

  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan 

Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

  10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor: 441/Kpts/Setjen/TAHUN 

2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi 

dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

  11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Mesuji Nomor:  08/HK.03.2/1811/2022 tentang 

Penunjukan Operator Pejabat Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji 

Tahun 2022; 

  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji 

Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat  Pengelola
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